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BAB V 
 

PENUTUP  
 
 

A. Kesimpulan 
 

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat ditarik beberapa simpulan yaitu 

di antaranya: 

1. Pengaturan sistem sanksi terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual 

terhadap anak bahwa sebenarnya sudah diatur dalam beberapa peraturan, 

seperti KUHP, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab 

Undang-Undang Hukum Pidana, Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 

tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan 

Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang 

Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang–

Undang dan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004. Namun secara khusus 

pengaturannya dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 

tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Undang-undang ini memberikan 

ancaman pidana yang berat, adanya pidana tambahan dan tindakan. 

Rumusan tentang pengertian tindak pidana kekerasan seksual diatur secara 

tegas dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang 

Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan serta jenis-jenis tindak pidana 

kekerasan seksual terdapat dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 12 
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Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. 

2. Kebijakan hukum pidana mengenai sistem sanksi terhadap pelaku tindak 

pidana kekerasan seksual terhadap anak pada masa yang akan datang 

sebagai upaya dianutnya kebijakan hukum penitensier dalam sistem 

penjatuhan sanksi double track system yang dapat diartikan sebagai sistem 

pemidanaan yang menitikberatkan pada strafstelsel (sanksi pidana) penjara 

dan denda, maupun maatregelstelsel (sistem sanksi tindakan) sehingga 

diperlukan revisi/penyelarasan mengenai sistem sanksi pada peraturan-

peraturan perundangan yang tidak hanya menitikberatkan efek jera saja bagi 

pelaku saja akan tetapi juga menitikberatkan kepada 

pemulihan/restitusi/kompensasi bagi korban tindak pidana kekerasan 

seksual terhadap anak sebagai kebijaksanaan dalam penegakan hukum dan 

mewujudkan upaya perlindungan anak terbebas dari tindak pidana 

kekerasan seksual. Yaitu mengenai: 

- Pidana mati/seumur hidup yang tidak dapat dikenakan pidana pokok 

yang sejenis namun dapat dikenai pidana tambahan /tindakan 

- Restitusi yang dikenakan kepada Terdakwa/terpidana atau kompensasi 

untuk korban yang dikenakan kepada pemerintah dalam hal pelaku tidak 

mampu. 

- Ancaman minimum dan maksimum pidana penjara/Denda 

- Ancaman pidana yang bersifat komulatif baik antara pidana pokok dengan 

pidana tambahan serta tindakan 

- Ketentuan mengenai pidana pengganti apabila pelaku tidak membayar 
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denda dan restitusi 

Ancaman minimum penjara/denda, Kebiri kimia, rehabilitasi, 

restitusi/kompensasi merupakan sebuah jawaban atas tingginya tuntutan 

publik terhadap pelaku kejahatan seksual terhadap anak karena sesuai rasa 

keadilan masyarakat agar pelaku jera dan dapat menekan angka kasus 

kekerasan seksual terhadap anak serta perhatian terhadap hak-hak korban 

tindak pidana terealisasi dalam upaya pemulihan keadilan dan kemanfaatan 

bagi masyarakat. 

B. Saran  
 

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat diberikan beberapa saran yaitu 

di antaranya: 

1. Kepada pembuat kebijakan, agar melakukan perubahan/revisi terhadap 

peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Sistem Sanksi 

terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak dengan 

menyelaraskan ketentuan mengenai: 

- Pidana mati/seumur hidup yang tidak dapat dikenakan pidana pokok 

yang sejenis namun dapat dikenai pidana tambahan/tindakan 

- Restitusi yang dikenakan kepada Terdakwa/terpidana atau kompensasi 

untuk korban yang dikenakan kepada pemerintah dalam hal pelaku tidak 

mampu. 

- Ancaman minimum dan maksimum pidana penjara/Denda 

- Ancaman pidana yang bersifat komulatif baik antara pidana pokok dengan 

pidana tambahan serta tindakan 
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- Ketentuan mengenai pidana pengganti apabila pelaku tidak membayar 

denda dan restitusi 

Dalam rangka memberikan landasan hukum yang kuat bagi aparat penegak 

hukum supaya dapat memberikan kepastian hukum, keadilan hukum baik 

bagi pelaku, pihak korban maupun masyarakat, kemanfaatan baik bagi 

pelaku, korban maupun masyarakat serta efek jera terhadap pelaku tindak 

pidana kekerasan seksual terhadap anak sehingga dapat menanggulangi 

terjadinya tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia yang 

akhir-akhir ini semakin marak.  

2. Kepada aparat penegak hukum lebih memperkuat sanksi (hukuman) bagi 

pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak untuk memberikan 

efek jera dan mencegah secara komprehensif terjadinya kekerasan seksual 

terhadap anak untuk mengurangi tindak pidana terhadap anak terlebih 

tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak. Karena efek yang diterima 

anak sebagai korban ialah kerugian secara materil maupun imateril, trauma 

yang mendalam, serta hilangnya rasa kepercayaan diri anak yang telah 

disetubuhi oleh para pelaku. Seharusnya Penegak Hukum baik jaksa 

maupun hakim menuntut/menjatuhkan hukuman yang berat kepada pelaku 

kekerasan seksual terhadap anak yaitu pemidanaan yang bersifat 2 jalur 

(double track system) yang tidak hanya menitikberatkan pada strafstelsel 

(sanksi pidana) penjara dan denda, akan tetapi juga maatregelstelsel (sistem 

sanksi tindakan) berupa penjatuhan sanksi pengebirian kimia, 

Restitusi/kompensasi, rehabilitasi, perbaikan akibat tindak pidana, 
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pengumuman identitas pelaku pada pelaku kekerasan seksual terhadap anak 

sebagai kebijaksanaan dalam penegakan hukum dan mewujudkan upaya 

perlindungan anak terbebas dari tindak pidana kekerasan seksual guna dapat 

memberikan kepastian hukum, Keadilan Hukum baik bagi pelaku, pihak 

korban maupun masyarakat, kemanfaatan baik bagi pelaku, korban maupun 

masyarakat serta efek jera terhadap pelaku tindak pidana kekerasan 

seksual terhadap anak sehingga kasus-kasus kekerasan seksual kepada 

anak-anak tidak terjadi lagi. 
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